MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI
PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang

a.

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993
tentang Tata Cara Penanaman Modal perlu diadakan pengaturan kembali
mengenai tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi
perusahaan dalam rangka penanaman modal;

bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap
Pemindahan Hak ATas Tanah-tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-peraturan dan
Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1126);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2818) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 11 Tahun
1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2943);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2944);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1961 N omor 28, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2171);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10) ;

11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Petanahan Nasional
jo. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 mengenai Pembentukan
Kabinet Pembangunan VI;

12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak
Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing;

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

14. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman
Modal;

15. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 Jis Nomor 2
Tahun 1964 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perta-
nian Nomor 2/Pert/OP/-8/1969-8 Tahun 1969 Tentang Keputusan dan
Syarat-syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-
pengusaha Swasta Nasional,

MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan Untuk memperoleh Pencadangan Tanah,
Izin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah Serta
Penerbitan Sertipikatnya.

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS
TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh
tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah, yang berlaku pula sebagai izin
pemindahan hak.

2. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara untuk keperluan usaha pertanian, perkebunan.
perikanan atau peternakan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat ()
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

3. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri sebagaimana
diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

4. Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan
perusahaan perorangan warga negara Indonesia.

5.  Menteri adalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

BAB II
IZIN LOKASI

Pasal 2
(1) Untuk mendapatkan izin lokasi perusahaan mengajukan permohonan kcpada
Kepala Kantor Pertanahan dengan mengisi Formulir 1 sesuai contoh Lampiran
1 Peraturan ini.
(2) Dalam pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon



(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

melampirkan rekaman surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN atau

surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA atau surat persetujuan

prinsip dari departemen teknis bagi non PMA/ PMDN.

Tembusan permohonan dimaksud ayat (1) disampaikan Kepada :

a. Kepala Kantor Wilayah.

b. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk PMA/PMDN, instansi
vertikal departemen teknis di Daerah Tingkat II untuk non PMA/PMDN.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan khusus bagi DKI
Jakarta Bappeda Tingkat I.

Pasal 3
Dalam mempersiapkan izin lokasi, Kepala Kantor Pertanahan mengadakan
koordinasi dengan instansi terkait.
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan atas permohonan izin lokasi sudah
harus dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
Keputusan izin lokasi dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kantor
Pertanahan kepada perusahaan yang bersangkutan dan dibuat sesuai contoh
Lampiran II peraturan ini, dengan tembusan kepada Bupati/Walikotamadya
dan instansi terkait dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
Berdasarkan surat keputusan izin lokasi, perusahaan dapat memulai kegiatan
perolehan tanah.
Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan
hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4
Permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh)
hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan
perpanjangannya.
Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan perpanjangan izin lokasi
sesuai contoh Lampiran III peraturan ini, selambat-lambatnya 10 (sepuluh)
hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan izin lokasi
secara lengkap.
Penyampaian surat keputusan perpanjangan izin lokasi dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Untuk penerbitan izin lokasi dan perpanjangannya dikenakan biaya administrasi
sesuai ketentuan yang berlaku.

(1)

(2)

(3)

BAB III
PEROLEHAN TANAH

Bagian Pertama
Pemindahan Hak Atas Tanah

Pasal 6

Terhadap tanah yang diperoleh dari hak milik yang sudah bersertipikat, atas
permohonan pemegang hak milik oleh Kepala Kantor Pertanahan diterbitkan
sertipikat hak guna bangunan selama 30 (tiga puluh) tahun dan ditetapkan
berakhir tanggal 24 September pada tahun ke tiga puluh berikutnya dihitung
sejak terbitnya keputusan izin lokasi dimaksud Pasal 3 ayat (2).

Sertipikat hak guna bangunan dimaksud ayat (1) dipakai untuk pembuatan
akta pemindahan hak di hadapan PPAT untuk kemudian diajukan
pendaftaran peralihan haknya pada Kantor Pertanahan setempat.

Terhadap tanah yang diperoleh dari hak milik yang belum bersertipikat atau
hak milik adat diberlakukan mutatis mutandis proses dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) dengan ketentuan bahwa sertipikat hak guna bangunan diterbitkan
setelah masa waktu pengumuman dimaksud Pasal 18 Peraturan Pemerintah



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(3)

Nomor 10 Tahun 1961 berakhir.

Terhadap tanah yang diperoleh dari hak guna bangunan dapat langsung
dibuat akta pemindahan hak di hadapan PPAT dan selanjutnya didaftar atas
nama pemohon/perusahaan pada Kantor Pertanahan setempat.

Pada saat pendaftaran pemindahan hak guna bangunan dimaksud ayat (4)
sekaliigus diberikan perpanjangan haknya yang ditetapkan berakhir pada
tanggal 24 September sebagaimana dimaksud ayat (1).

Terhadap tanah yang diperoleh dari hak pakai diberlakukan mutatis

mutandis ketentuan dimaksud ayat (1), (2), (4) dan (5).

Terhadap tanah yang diperoleh dari hak guna usaha, bidang tanah tersebut
diterbitkan sertipikat hak guna bangunan dengan dilampiri gambar
situasi/surat ukur pemisahan yang jangka waktu berakhirnya sarna dengan
sisa waktu hak guna usaha.

Pemindahan hak guna usaha dimaksud ayat (7) dan pendaftaran haknya
dilakukan sesuai ketentuan dimaksud ayat (4) dan (5).

Terhadap tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai oleh Negara,
pemohon terlebih dahulu harus membebaskan garapan atau penguasaan
lainnya atas tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan haknya.

Bagian Kedua
Pemberian Hak Atas Tanah

Pasal 7

Setelah memperoleh izin lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan dan kegiatan

perolehan tanah selesai, perusahaan wajib mengajukan permohonan untuk

mendapatkan hak atas tanah, dengan mengisi formulir-4 sesuai contoh

Lampiran IV peraturan ini.

Untuk hak guna bangunan permohonan diajukan melalui Kepala Kantor

Pertanahan setempat, sedangkan untuk hak guna usaha permohonan

diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan dilampiri rekaman:

a. izin lokasi.

b. bukti-bukti perolehan tanah.

c. jati diri pemohon/akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh
pengesahan sebagai badan hukum.

d. Keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dalam hal
tanahnya diperoleh dari hutan konversi.

e. gambar situasi hasil pengukuran kadasteral oleh Kantor Pertanahan
setempat.

Setelah menerima berkas permohonan hak guna bangunan secara lengkap,

dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, panitia
pemeriksaan tanah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku,
telah menyelesaiakan pemeriksaan dan membuat risalah pemeriksaan
tanah.

b. selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak risalah
pemeriksaan tanah selesai, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan
keputusan hak guna bangunan atas permohonan yang luasnya tidak lebih
dari 5 (lima) hektar.

c. keputusan pemberian hak guna bangunan dimaksud huruf b dibuat sesuai
formulir Sa sebagaimana contoh lampiran Va peraturan ini, yang
selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemohon
dengan tembusan instansi terkait.

d. Penolakan atas permohonan hak guna bangunan dimaksud huruf b dibuat
sesuai Formulir 5b sebagaimana contoh Lampiran Vb peraturan ini, yang
selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemohon,
dengan tembusan kepada instans! terkait.

e. selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan
tanah, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan hak
guna bangunan dimaksud ayat (2) yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar
kepada Kepala Kantor Wilayah dengan disertai pertimbangannya.



(4)

f. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian hak guna
bangunan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan dimaksud huruf e.

g. keputusan pemberian hak guna bangunan dimaksud huruf f, dibuat sesuai
Formulir Sc sebagaimana dalam contoh Lampiran Vc peraturan ini, yang
selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada pemohon,
dengan tembusan kepada instansi terkait.

h. penolakan atas permohonan hak guna bangunan dimaksud huruf e, dibuat
sesuai Formulir 5d sebagaimana contoh Lampiran Vd peraturan ini, yang
selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada pemohon,
dengan tembusan kepada instansi terkait.

Setelah menerima berkas permohonan hak guna usaha secara lengkap

dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kepala Kantor Wilayah memerintahkan panitia pemeriksaan tanah yang
ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mempersiapkan
dan melakukan pemeriksaan tanah serta menyelesaikan risalah
pemeriksaan tanah selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari
kerja.

b. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak risalah
pemeriksaan tanah selesai, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan
hak guna usaha atas permohonan yang luasnya tidak lebih dari 200 (dua
ratus) hektar.

c. Keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud huruf b dibuat sesuai
Formulir 6a sebagaimana contoh Lampiran VIa peraturan ini, yang
selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada pemohon,
dengan tembusan kepada instansi terkait.

d. Penolakan atas permohonan hak guna usaha dimaksud huruf b dibuat
sesuai Formulir 6b sebagaimana contoh Lampiran VIb peraturan ini, yang
selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada pemohon,
dengan tembusan kepada instansi.

e. Terhadap permohonan hak guna usaha yang luas tanahnya lebih dari 200
(dua ratus) hektar, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
sejak risalah tanah selesai, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas
permohonan dimaksud kepada Menteri dengan disertai pertimbangan.

f. Menteri menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha selambat-
lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan sebagaimana dimaksud huruf e.

g. Keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud huruf f, disampaikan
oleh Menteri kepada pemohan melalui Kepala Wilayah setempat dengan
tembusan kepada instansi terkait.

Pasal 8

Hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
tahun sedangkan hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35
(tiga puluh lima) tahun.

(1)

(2)

(3)

BAB IV
PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK ATAS TANAH

Pasal 9

Hak guna bangunan dan hak guna usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7,
atas permohonan pemegang hak diberikan jaminan perpanjangan hak
sepanjang tanahnya masih dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan
perjanjian pemberian hak guna bangunannya, dalam hal hak guna bangunan
tersebut di atas hak milik atau hak pengelolaan.

Perpanjangan hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama
20 (dua puluh) tahun sedangkan hak guna usaha diberikan untuk jangka
waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

Pembaharuan hak guna bangunan dapat diberikan untuk jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sedangkan hak guna usaha dapat diberikan untuk



jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun bagi kegiatan-kegiatan
ekonomi atau daerah-daerah tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh
Pemerintah.

Pasal 10
Tata cara permohonan perpanjangan dan pembaharuan hak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 dan 9 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB V
PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

Pasal 11

(1) Kepala Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 7
(tujuh) hari kerja, wajib membukukan dan selanjutnya menerbitkan sertipikat
atas nama perusahaan atau penerima hak yang bersangkutan setelah
menerima :

a. asli surat keputusan pemberian hak;
b. asli bukti pembayaran uang pemasukan/uang administrasi dan kewajiban
lain yang disyaratkan dalam keputusan pemberian hak.

(2) Dalam hal pemberian hak baru dan atau pemindahan hak, Kepala Kantor
Pertanahan wajib membukukan dan selanjutnya menerbitkan sertipikat atas
nama perusahaan atau pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
permohonan atau akta PPAT diterima.

(3) Kepala Kantor Pertanahan setempat menyerahkan sertipikat kepada penerima
hak dan mengirimkan pemberitahuan kepada instansi terkait sesuai Formulir
7 sebagaimana contoh Lampiran VII peraturan ini.

BAB VI
PEMBEBANAN DENGAN HIPOTIK

Pasal 12
Hak guna bangunan atau hak guna usaha atas nama perusahaan dapat
dipergunakan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hipotik, yang
ketentuannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13
Pemberian hak guna bangunan atau hak guna usaha sebagaimana dimaksud Pasal
6 dan 7 serta penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud Pasal 11, dikenakan
biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 14
Dalam hal penerima hak tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam keputusan
pemberian hak atas tanah dan tanah tersebut tidak digunakan sesuai dengan
peruntukan tata ruang, maka terhadap hak guna bangunan atau hak guna usaha
yang telah diterima tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Permohonan izin lokasi yang pada saat berlakunya peraturan ini telah
diterima dari perusahaan dan sedang dipersiapkan keputusannya, tetap
diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ menurut ketentuan yang
lama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak
peraturan ini ditetapkan.

(2) Permohonan hak atas tanah yang pada saat berlakunya peraturan ini telah
diterima dari perusahaan dan sedang dipersiapkan pemberian haknya tetap
diselesaikan menurut ketentuan yang lama selambat- lambatnya dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 1993

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd
IR.SONI HARSONO



LAMPIRAN |

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

Nomor : Kepada Yth:
Lampiran Kepala Kantor Pertanahan
Perihal . Permohonan Izin Lokasi Kabupaten/Kotamadya

Di _

Yang bertanda tangan dibawah ini kami

Alamat .............cceeiiiiii e e en a2 dalam hal ini bertindalintuk dan atas
NAMA ..t e e e e e e eenes dengan ini mengajukan permohonan |zikdsy
untuk............oceiei i dengan keterangan sebagaikogri

. KETERANGAN TENTANG PEMOHON
1. Nama Badan Usaha

2. Alamat
3. Akta Pendirian
4, N P W P, e
Il. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA:
. UGS e e e e,
2. Letak
a. Desa

b. Kecamatan
c. Kabupaten/Kodya

d.  Propinsi e
3. Sketsa/Gambar Kasar
4. Status

5. Penggunaan sekarang e
Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kiaimipirkan :

Akta Pendirian Perusahaan. *)

Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib pajak. *)

Gambar Kasar/Sketsa tanah yang dimohon.

Pernyataan kesanggupan akan memberikan gantiangtdu menyediakan
tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang beatesktanah.

Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun.

Surat Persetujuan BKPM (bagi Perusahaan PMA/PMDN).

coop

=0

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.
................ N 1> I
Hormat kami
Pemohon,

*) Untuk Perusahaan dengan fasilitas Penanaman INMidd& perlu melampirkan





Membaca

Memperhatikan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

LAMPIRAN I

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

TENTANG
PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK
KEPERLUAN .....ccciiiiiiiins

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/

KOTAMADYA ....ccooviieennn.
Surat permohonan tanggal .................................Nomor
................................ dari ...........oiciiiiiiiiieeen .. Alamat
di oo yang berisi permohonan Izin Lokasi
Tanah seluas ....... Rl terletak di Kelurahan.....................
Kecamatan............Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

untuk keperluan............coooii i

1.bahwa pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan
Penanaman ModaI/PersetUJuan Pr|n5|p dar|
tanggal............ooeeiinn . Nomor..

2. bahwa rencana pembangunan .. dan pemohon telah
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wllayah dan Pgurtzan
di Wilayah yang bersangkutan serta telah memeiirimya;

3. bahwa atas dasar pertimbangan diatas, permohomsebe
dapat dikabulkan;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 14993,
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Rainian
Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

ouhwnN,

MEMUTUSKAN

Memberikan izin lokasi kepada......................... ,erlalamat
o | P , untuk tanah seluas..................Ha, terletak di
Kelurahan/Desa................. Kecamatan ..................oceeeen.
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I .
sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah Lpﬂdpuran
Surat Keputusan ini dengan syarat dan ketentuaaygaeberikut :
1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsuagagnhak-
pihak yang berkepentingan melalui jual beli atawarac





pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembudtajuak
beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak diaadaBAT
setempat dengan pemberian ganti kerugian yang lbetdan
besarnya ditentukan secara musyawarabh.

2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tuhdoulatau
bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-baiangilik
pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilakaanak
melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga
melainkan harus dilakukan langsung kepada yangakerh

3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangkauiak(dua
belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat &epu ini
yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua bélals)n dan
dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin iokggsada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan
tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pdramna
Nasional Propinsi.

4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izinaglokan
mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat
berwenang.

5. Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu.

KEDUA . Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuada pDiktum
PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kap&hntor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi danl-hasilnya
dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan kepseteeri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KETIGA . Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (tedas) bulan sejak
tanggal ditetapkannya, dan atas permohonan yangprgkutan
dapat diperpanjang satu kali.

KEEMPAT . Apabila dalam penetapan ini dikemudiarri harnyata terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubsdyaeriunya.

DITETAPKAN DI

PADA TANGGAL
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/
KOTAMADYA. ...,
(feeeeeeiieieeiieieeeenee, )

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasiBr@insi...............

2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daersthhsi terkait.
sepanjang tidak menggunakan fasilitas penanamaalmo.................

3. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..................

4. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il..................





LAMPIRAN IlI

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor ; 2 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

oukwnNE

KOTAMADYA......... oo

TENTANG

PERPANJANGAN 1JIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/

KOTAMADYA......cccovveen.
. Surat permohonan perpanjangan izin lokasi tanggal..........
Nomor............. dari .................
: 1. bahwa .........ooell Telah melakukan kegiatan memperoleh

sebagian tanah yang telah diberikan izin lokasd&sarkan Surat
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya........tanggal
v NOMOT L,

2. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perol&rah sesuai
luas tanah yang diberikan menurut izin lokasi, dsetelah
mempertimbangkan kondisi-kondisi obyektif yang leergaruh maka
kepada pemohon dapat diberikan perpanjangan ikasio

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 1493,
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Ralnian
Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

Memberikan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimanakiod SK Izin
Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
civeeeee.. NOmMor ... tanggal ...t

Perpanjangan dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikdedam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkarkeputusan ini.

Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari termyderdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubsdyeriunya.





N

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPETEN/KOTAMADYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasier@pinsi.

Ketua Badan Koordinasi Penamanan Modal Daemghfisi terkait sepanjang tidak
menggunakan fasilitas penanaman modal.

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1.





LAMPIRAN IV

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 2 Tahun 1993
Tanggal . 23 Oktober 1993
Nomor e
Lampiran ... KEPADA YTH.
Perihal : Pemohonan KEPALA KANTOR
hak......... untuk........ PERTANAHAN.. .
KABUPATEN/WALIKOTAMADYA
Di-

Yang bertanda tangan dibawah ini kami ........... e Alamat
................................................................ dalam haI |n| bertlndak urkudan atas
(=10 1= BT dengan ini mengajukan permohonan Hzmkna Bangunan
dengan keterangan sebagai berikut :

. MENGENAI PEMOHON

1. Nama Pemohon/Badan Usaha e

2. Domisili/Tempat Kedudukan e

3. Akta Pendirian Badan Hukum e

4. Pengesahan/Izin Usaha dari e

5.N.P.W.P. L

II. MENGENAI TANAHNYA :

1. Luasnya e

2. Status Haknya e

3. Letaknya :

a. Desal/Kelurahan e
b. Kecamatan e
c. Kabupaten/Kotamadya e
d. Propinsi e
e. Gambar Situasi e
1. DASAR PENGUASAAN PEMOHON :
1. Perolehan Tanah Akte Pelepasan Hak
Nomor...........ooev v
Tanggal...................
2. Peralihan/Pembelian Akta Jual Beli Notaris/PPAT/
Camat PPAT
Tanggal
Nomor.........ccovvvvvnnn.
IV PERUNTUKAN TANAHNYA L

V. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN :
1. Akta Pendirian Badan Usaha/ Perda/ Kep. yang

berwenang

2. SK.Pengesahan Badan Usaha L
3. Gambar Situasi : Tanggal........cooovvieiiiiinnnn,
NOMOT ...

4. lzin Lokasi L

5. Akta Jual Beli atau pelepasan Hak Tanah  : ...,

6. lzin Tetap Perusahaan e e





7. N.P.W.P e
8. Foto copy PBB e

Apabila permohonan dikabulkan, pemohon bersedia ahdm syarat-syarat yang
ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian hakapasglarat-syarat lain yang telah dan
akan ditetapkan oleh Pemerintah .





Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KABUPATEN/ KOTAMADYA ...t

©CoNoOGOTAWN,

LAMPIRAN Va

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1993
Tanggal . 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA ..............
NOMOR : ...
TENTANG

PEMBERIAN............... ATAS TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Berkas Berkas permohonan ............... berkedaduMi..........
tertanggal............. beserta surat-surat yang berhubudgagan itu.
a. Bahwa............ Badan Usaha berkedudukan.d.............
bermaksud untuk memperoleh memperoleh Hak Guna usamg
atas tanah ........... yang letaknya di.............. luasnya.............

b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut |sekdas
. . seluas............. M2 (.........) dan setelah diadakan
pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat luazh tgang
dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada pemohatalad
seluas.......... M2 (coeennnnn. ) sesuai gambar situasi tanggal

c. Bahwa oleh karena pemohon telah memenuhi tsygasat dan
sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintaka m
permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967,
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Rainian
Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

. Memberikan kepada ................. berkedudukan di.....................

Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama .........
P ) tahun, yang mulai berlaku terhitungjak tanggal
didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kcoi;ama
..................... di atas bidang tanah seluas .........2 Ml...........)





KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

sebagai diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasnggal
............... Nomor ........ dengan ketentuan tanah tersebwh ol
pemohon akan dipergunakan untuk dengan syarattsedvagai berikut:

a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yangbuimkarena
pemberian Hak Guna Bangunan ini atau pun dari ad¢galakan
penguasaan atas bidang tanah adalah menjadi tanggwab
sepenuhnya dari penerima Hak.

b. Penerima hak  diwajibkan untuk  membayar  uang
pemasukan/adminitrasi yang pembagiannya sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoahun
1973.

c. Uang pemasukan/administrasi seperti yanghatstalam huruf b
di atas harus dilunaskan dalam waktu paling lamiégenam)
bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.

Untuk memperoleh tanda bukti hak berupatiggat Hak Guna

Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantdardran setempat
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan agktelilunasinya

pembayaran dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf aidis dan biaya
pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini dengan sendirinya batal alpalpenerima hak tidak
memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimattalaon Diktum
PERTAMA dan Diktum KEDUA.

Mengenai segala sesuatu yang berhuburdgagan pemberian Hak
Guna Bangunan ini, Penerima Hak dianggap memititptg kedudukan
tetap (domisili) pada Kantor Pertanahan Kabupatetattadya .......

DENGAN CATATAN :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesagtKeputusan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya.

KEPADA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

. (Penerima Hak)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

e =

Gubernur Kepala Daerah .................coovvueeee.

Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasiodakdrta.........
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya .........
Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di . .......

Kepala Kantor Kas Negara di ............... .





LAMPIRAN Vb :

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA ......... .....
NOMOR:.......cooiiin

TENTANG
PENOLAKAN .....ccoiiiiiiiiieeee, ATAS TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA ..o e e

Membaca . Berkas permohonan tanggal................. Nomor.............
dari................. alamat ...
yang berisi permohonan untuk mendapatkan hak adasht
luas.............. M%Ha,  terletak di  Desa/Kelurahan
.................. Kecamatan..........c........................, Kabupaten/

Menimbang ca. Bahwa...........l Badan Usaha berkedudukan
(o | IO bermaksud untuk memperoleh hak........... atas
tanah...............oels yang terletak di.........................
luasnya................... M2/Ha.

b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut Izekdas
reeneenLseluas. M2/Ha (............ ) dan
setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertansdtampat
seluas ............ (M2/Ha (..cvvvnnnnnnn. ) sesuai gambar situasi
tanggal............Nomor..................

C. bahwa oleh karena pemohon tidak memenuhi tsyggaaat
menurut peraturan perundang-undangan yang bertakida
permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
Peraturan Pemerintah N omor 10 Tahun 1961,
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974,
. Peraturan Menteri Dalam N egeri N omor 1 Tahun 1975
. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Rainizn
Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

LONOUIRWN -

—
N = O

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA . Menolak permohonan hak...................dar.............. alamat/
berkedudukan...........ccccoeevviiiiiin atas bidang tanah
seluas M2/Ha(....ccoveveeeenee e, ) terletak di Desa/
Kelurahan............... ,Kecamatan................,Kabupaten/
Kotamadya................. ,Propinsi..................... Gambar situasi
tanggal....... Nomor.............o.oeene.





KEDUA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditddzamp.

DITETAPKAN DI .o
PADA TANGGAL o,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN/KOTAMADYA...............

KEPADA : Pemohon

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propnsi.......ccccoveiivinennn,





LAMPIRAN Vc :

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

Membaca

Menimbang

NASIONAL PROPINSI......cooiiiiie,

NOMOR: ...t
TENTANG
PEMBERIAN ..., ATAS TANAH
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI....coiii e

: Berkas permohonan berkedudukan (o [ U
tertanggal..................... berserta surat-surat yang berhghon
dengan itu.

:a. Bahwa.. ..Badan Usaha berkedudukan
di.....ocoeoen. bermaksud untuk memperoleh hak Guna Banguna
atas tanah.. ..yang terletak
di............luasnya....................

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

CONOT~WNE

b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut |zekdas
. ..seluas................. M2 (ovvennnnns ) dan setelah
dladakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setefopat
tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada
pemohon adalah seluas ............ M2 (coeeiiiienns ) sesuali
gambar situasi tanggal............Nomor..................

c. bahwa oleh karena pemohon telah memenuhitsyyaieat dan
sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerin@aka m
permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Pemerintah N omor 10 Tahun 1961;

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;

11.Peraturan Menteri Dalam N egeri N omor 1 Tahun 1975

12.Peraturan Menteri N egara Agraria/Kepala Badan aRahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

tanggal........... Nomor..........

MEMUTUSKAN
:.Memberikan kepada............... berkedudukan di ............. Hak
Guna Bangunan untuk jangka waktu selama ......... (T tahyn,
yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal did&kar pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya............di...... atas

bidang tanah seluas......... M2 (.......... ) sebagai diuraikabih





KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

lanjut dalam Gambar situasi

tanggal........ Nomor..........c.coeeeeene. dengan ketentuan tanah

tersebut oleh pemohon akan dipergunakan untuk......... dengan

Syarat-syarat

sebagai berikut :

a.Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbaleka
pemberian Hak Guna Bangunan ini ataupun dari segalakan
penguasaan atas bidang tanah adalah menjadi tanggwab
sepenuhnya dari penerima Hak.

b.Penerima  hak  diwajibkan untuk membayar  uang
pemasukan/administrasi yang pembagiannya sebagaiman
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomdahun
1973.

c. Uang pemasukan/administrasi seperti yang terseddatndhuruf b
di atas harus di lunaskan dalam waktu paling lan@bgenam)
bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.

. Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipakak Guna

Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantortarkdran
setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tigdanbgetelah
dilunasinya pembayaran dimaksud dalam Diktum KETI@GAuf c di
atas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yenhakhb.

Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila pe@ehak tidak
memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimakaladh Diktum
PERTAMA dan Diktum KEDUA.

: Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengamepam Hak

Guna Bangunan ini, Penerima Hak dianggap memilimptd
kedudukan tetap (domisili) pada  Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya...........

DENGAN CATATAN ;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesataliKeputusan ini akan ditinjau kembali
sebagaiman mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL T TTTRITRTTTTTRTTRTINTIT

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI ...............

KEPADA : (Penerima Hak)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

aghownNE

Gubernur Kepala Daerah ................ccee..

Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasiodakdrta.
Kepala Kantor Pertanahan KabupatenfKotamadya..... .
Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di ..........

Kepala Kantor Kas Negara di .............co...





LAMPIRAN Vd :

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI..........c.cco i,

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI........cooiviiiane
Membaca . Berkas permohonan tanggal.....................
Nomor............. dari........coo...... alamat ................. yang berisi
permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah luasM?/Ha,
terletak  di Desa/Kelurahan............ Kecamatan............ :
Kabupaten/Kotamadya.................. untuk
keperluan ...

Menimbang . a. Bahwa...............Badan Usaha berkedudukan..d.......
bermaksud untuk memperoleh hak........... atas
tanah............yang terletak di.......... luasnya...................
M2/Ha.

b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut |zekdas
v SelUAS. M2/Ha (... ..) dan
setelah dladakan pengukuran oleh Kantor Pertanaemmpat
seluas ..... ..M2/Ha (... ..) sesuali gambar situasi
tanggal............Nomor..................

C. bahwa oleh karena pemohon tidak memenuhi tsyggaaat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlalaka
permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Pemerintah N omor 10 Tahun 1961,

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;

11.Peraturan Menteri Dalam N egeri N omor 1 Tahun 1975

12.Peraturan Menteri N egara Agraria/Kepala BadanaRahtan
Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

CRNDIAAHWN,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA . Menolak permohonan hak...... dari............ alamat/berkedudukan
.................. atas bidang tanah seluas ........M2/Ha (.............)
terletak di Desa/Kelurahan ................ , Kecamatan ...............
Kabupaten/Kotamadya ................... , Propinsi ............. Gambar

situasi tanggal .................... NOMOr......vvieiieiean,





KEDUA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DIt
PADA TANGGAL o,

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI ...,

KEPADA : Pemohon
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya...............c.....





LAMPIRAN Via :

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROPINSI.......c.ooiii,
NOMOR:......ccooiiiieeen
TENTANG
PEMBERIAN ........cccooiiiiiinn. ATAS TANAH

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

NASIONAL PROPINSI..............

Berkas permohonan berkedudukan di tegéang...............
berserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.

a. Bahwa............... Badan Usaha berkedudukan
o | I bermaksud untuk memperoleh hak Guna ustds a
tanah............yang terletak di............luasnya....................

b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut [zekdas
................... seluas.................Ha (..........). dan setelah
diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setelnpat
tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada
pemohon adalah seluas ...........M2 (............... ) sesuai
gambar situasi tanggal............ NoOmor..........e.evee.

c. bahwa oleh karena pemohon telah memenuhitsygaeat dan
sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintga m
permohonan tersebut dapat dikabulkan.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Pemerintah N omor 10 Tahun 1961;

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
11. Peraturan Menteri Dalam N egeri N omor 1 Tahun 1975
12. Peraturan Menteri N egara Agraria/Kepala BadanaRaltan
Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

©CoNoGOA~WN,

Surat Kepala Kantor Pertanahan pgafem/ Kotamadya

ceeeeentanggal... Nomor..........
MEMUTUSKAN
Memberikan kepada...........cceevnnen. berkedudukan
di ..o Hak Guna Usaha untuk jangka waktu selama
......... (...........) tahun, yang mulai berlaku terhitung &etanggal
didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya............ di...... atas bidang tanah
seluas......... M2 (.......... ) sebagai diuraikan lebih lanjuilan

Gambar situasi tanggal........ Nomor.............o.oeene. dengan





KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

ketentuan tanah tersebut oleh pemohon akan dipakgan

untuk................ dengan syarat-syarat

sebagai berikut :

a.Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbareka
pemberian Hak Guna Usaha ini ataupun dari segaldakan
penguasaan atas bidang tanah adalah menjadi tapmggwab
sepenuhnya dari penerima Hak.

b.1). Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang
pemasukan/administrasi yang pembagiannya sebagaiman
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noihor
Tahun 1973.

2). Rp........ uang wajib tahunan yang harus dibayan pknerima
hak selama berlakunya hak yang bersangkutan.

c. Uang pemasukan/administrasi dan uang wajib tahseperti yang
tersebut dalam huruf b 1) dan 2) di atas harusiadkan dalam
waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sefakggal
Keputusan ini.

Untuk memperoleh tanda bukti hak berupatisekat Hak Guna
Usaha tersebut harus didaftarkan pada Kantor Réréansetempat
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan aktelilunasinya
pembayaran dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf ¢ di

atas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yenhakh.

Pemegang hak tidak dibenarkan untuk meagad Perubahan dalam
bentuk apapun tanah Hak Guna

Usaha tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Meniegara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila pe@ehak tidak
memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksiadh Diktum
KEDUA dan Diktum KETIGA.

Mengenai segala sesuatu yang berhubungamgan pemberian Hak
Guna Usaha ini, Penerima Hak dianggap memilih térkpdudukan
tetap (domisili) pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya...........

DENGAN CATATAN ;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesataliKeputusan ini akan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL R

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI ...............

KEPADA : (Penerima Hak)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

oghownE

Gubernur Kepala Daerah ................cccec..

Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasiodakdrta.
Kepala Kantor Pertanahan KabupatenfKotamadya..... .
Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di ..........
Kepala Kantor Kas Negara di .............ce...





LAMPIRAN Vb :

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

Membaca

Menimbang

NASIONAL PROPINSI..........cociie

NOMOR:.......ccoviiiiie
TENTANG
PENOLAKAN ......ccccvvviiiiiineen. ATAS TANAH
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI..........ccooiene.

Berkas permohonan tanggal.....................

Nomor............. dari................. alamat ................. yang berisi

permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah luasM?/Ha,

terletak di Desa/Kelurahan............ Kecamatan............ ,

Kabupaten/Kotamadya.................. untuk

keperluan ...

a. Bahwa...............Badan Usaha berkedudukan
di....coeeoen. bermaksud untuk memperoleh hak........... atas
tanah............yang terletak
di............luasnya................... M2/Ha.

b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut [|zekdas
creeneeLseluas. M2/Ha (............ ) dan
setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanabtmpat
seluas ............(M2/Ha (............... ) sesuai gambar situasi
tanggal............Nomor..................

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

C. bahwa oleh karena pemohon tidak memenuhi tsyggaaat
menurut peraturan perundangundangan yang berlakka m
permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Pemerintah N omor 10 Tahun 1961;

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
11. Peraturan Menteri Dalam N egeri N omor 1 Tahun 1975
12. Peraturan Menteri N egara Agraria/lKepala BadanaRahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

©CoNoOGORWN,

MEMUTUSKAN
Menolak permohonan hak...................dari............
alamat/berkedudukan................ atas bidang tanah seluas
M2/Ha(............. ) terletak di Desa/

Kelurahan................,Kecamatan................,Kabupaten/





Kotamadya................. ,Propinsi...................... Gambar
tanggal........ NOMOr.....cvvveieinenns
KEDUA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditddzp.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

situasi

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI ...............

KEPADA : Pemohon

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya...............c.....





LAMPIRAN VII :

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

Kepada Yth.
Nomor :
Lampiran e
Perihal . Pemberitahuan
diserahkannya ~  ......ccceeeeiiiiiiiin...
sertipikat
1. Diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan KepaladamBa Pertanahan
Nasional/Keputusan Kantor Wilayah Badan PertanaharNasional
Propinsi.............oocee. tanggal................Nomor................. telah dibgtkan
Surat Keputusan Hak..................atas hama...............coe e vennen.
2. Hak tersebut telah didaftarkan dengan sertipikat tanggal
crreeeenn G NOMOT ..
3. Sertipikat dimaksud telah diserahkan kepada pemerithak kepada
tanggal.............

4. Demikian untuk menjadlmaklum

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA............

TEMBUSAN kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi.............. di............





Administrator
File Attachment
Lampiran PMNA No.2 Tahun 1993


